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BABYV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis yang telah dijabarkan dalam

bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi penerbitan (SUK) surat utang koperasi pada KJKS BMT

Berkah Madani Cimanggis Depok

a. Penerbitan Surat Utang Koperasi yang menerbitkan berupa bentuk
Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Jumbo dan Surat Utang Koperasi
(SUK) bentuk Retail yang diterbitkan oleh KJKS BMT Berkah Madani
Cimanggis Depok merupakan usaha koperasi untuk memperoleh
modal dengan cara sekuritisasi asset yaitu kegiatan penyediaan dana
sekuritisasi asset untuk membiayai penerbitan Surat Utang Koperasi
(SUK)dalam rangka membantu likuiditas koperasi guna meningkatkan

pelayanan peminjaman dana kepada anggota/ calon anggota.

b. Proses penerbitan Surat Urang Koperasi (SUK) adalah diawali
dengan kegiatan penatalaksanaan dana sekuritas aset KJKS KJKS
BMT Berkah Madani Cimanggis Depok kemudian melakukan

pengikatan pembiyaan, pengikatan agunan atau jaminan pada Induk



2.

64

koperasi Syariah. KIKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok
menyerahkan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Jumbo
dan Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Retail dengan dilengkapi
berita acara serah terima Surat Utang Koperasi (SUK) kepada
Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah), selanjutnya Inkopsyah
mengajukan permohonan pada penatalaksana dana (PT Pos Indonesia)
untuk pencairan dana sekuritisasi asset, setelah itu KJKS BMT Berkah

Madani Cimanggis Mendapatkan dana segar untuk permodalannya.

Perspektif konsep gordh terhadap penerbitan (SUK) surat utang

koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

a. Pasar uang yang diberlakukan oleh koperasi adalah aktiva dan
pasiva berbasis bunga. Selanjutnya dalam transaksi penerbitan Surat
Utang Koperasi pada penerbitan Surat Utang Koperasi di KJKS BMT
Berkah Madani Cimanggis Depek terdapat unsur spekulatif yang
bertentangan dengan hukum Islam karena akad al gardh tidak
menghendaki adanya transaksi berbasis bunga dan spekulasi dalam

bertransaksi.

b. Dalam Surat utang Koperasi yang di terbitkan KJKS BMT
Berkah Madani Cimanggis Depok ini mempersilahkan kepemilikan
surat utang koperasi dapat berpindah-pindah tanga. Padahal, dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/ DSN—MUI/X/zooz, tidak
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diperbolehkan kepemilikan surat utang berpindah-pindah tangan,

fatwa ini hanya menghendaki hanya satu kali berpindah tangan.

c. Secara konsep akad qordh adalah untuk pinjaman jangka
pendek bukan pinjaman jangka menengah atau panjang, padahal dalam
sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan pinjaman jangka
panjang selama 3 tahun, juga qordh merupakan pinjaman yang bersifat
sosial bukan untuk komersialisasi kapitalisme ekonomi, selain itu
pergantian istilah bunga menjadi margin / bagi hasil/ nisbah
merupakan kesalahan terbesar dalam penerbitan sertifikat Surat Utang
Koperasi (SUK).
d. Penerbitan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) yang diterbitkan
KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok secara hukum islam
dalam perspektif qordh adalah transaksi ribawi yang bertentangan
dengan hukum islam, oleh karena itu hukumnya haram.
B. SARAN

1. KJKS BMT yang akan menerbitkan sertifikat Surat Utang Koperasi

(SUK) lebih baik menggunakan akad yang lebih sesuai dengan Surat Utang

Koperasi (SUK) yaitu dengan akad musyarakah yang bisa saling

menguntungkan antara kedua belah pihak.
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2. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Negara KUKM RI harus
merumuskan ulang standar opersional untuk penerbitan Surat Utang Koperasi

(SUK) untuk KJKS BMT.



